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KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Salam PERHEPI 

 Prosiding ini disusun berdasarkan hasil SEMINAR NASIONAL EKONOMI 
MARITIM dengan tema “Pengelolaan Ekonomi Maritim yang Mandiri dan Berkelanjutan” 
yang dilaksanakan pada tanggal 24 – 25 Januari 2016 di Wakatobi. Penyelenggaraan 
seminar nasional tersebut dimaksudkan untuk menjaring hasil penelitian yang dihasilkan 
oleh para peneliti dalam rangka mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia 
 Potensi Sumberdaya alam (SDA) Indonesia, khususnya pada wilayah pesisir dan 
lautan, letak geografis negara kita yang sangat strategis sebagai pusat ekosistem karang 
dunia, saat ini merupakan modal penting di dalam pembangunan ekonomi maritim secara 
terpadu, holistik dan berkelanjutan.  
 Kondisi strategis tersebut nampaknya belum mampu berkontribusi secara optimal, 
karena banyaknya hambatan yang terjadi secara sistemik dan simultan. Hambatan-
hambatan tersebut menjadi rumit, dan membentuk pola benang kusut karena masing-
masing unsur penghambat saling berhubungan satu sama lain. Misalnya saja, kerusakan 
ekologi pesisir, banyak disebabkan oleh tindakan eksploitasi SDA dengan menunggangi 
nelayan-nelayan kecil yang hidup di garis subsistensi dan kemiskinan, serta digerakkan 
oleh kelompok-kelompok mafia ilegal fishing yang paham benar dengan percaturan 
politik. Kenyataan ini terus terjadi karena lemahnya upaya-upaya penegakan hukum atas 
kasus ilegal fishing, substansi dan implementasi regulasi pemerintah di dalam 
perlindungan terhadap nelayan kecil dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan 
secara berkelanjutan. Nelayan kecil yang miskin, semakin marjinal, dan tidak mampu 
keluar dari lingkaran kejahatan terhadap sumberdaya karena lemahnya posisi tawar 
(bargaining position), hanya menikmati nilai dari biaya produksi, melemahnya fungsi 
kelembagaan nelayan, dan tidak mampu mengakses upaya-upaya pemerintah untuk 
memberdayakan nelayan, antara lain program bantuan sosial, UMKM, serta kegiatan 
penyuluhan untuk meningkatkan kompetensi rumah tangga nelayan. 
 Maka atas dasar kenyataan tersebut, Persatuan Ekonomi Pertanian Indonesia 
(PERHEPI) dan Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) Komisariat 
Daerah Kendar bersama Universitas Halu Oleo, Pemerintah Daerah Kabupaten 
Wakatobi, dan Bank Indonesia serta Bank Sultra dan Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
Cabang Kendari menyelenggarakan Seminar Ekonomi Maritim yang dilaksanakan di 
segitiga karang dunia yakni Kabupaten Wakatobi. Seminar ini dimaksudkan sebagai 
forum komunikasi antara peneliti, akademisi, praktisi, pemerintah, dan masyarakat untuk 
mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang maju dan mandiri. 
 Dalam kaitan ini PERHEPI sebagai salah satu pihak yang turut bertanggungjawab 
dalam menyukseskan pembangunan pertanian di Indonesia berkewajiban untuk mengkaji, 
menganalisis dan menyumbangkan “gagasan” dan “buah pikir” untuk mencapai Indonesia 
sebagai poros maritim dunia yang maju dan mandiri. 
 
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 

Ketua Panitia  

 

 

Muhammad Aswar Limi, S.Pi., M.Si 



 

iv | PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI MARITIM 

 

SAMBUTAN KETUA PERHEPI KOMDA KENDARI 

 Pangan merupakan komoditas penting dan strategis bagi bangsa Indonesia 
mengingat pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh 
pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama. Swasembada pangan diartikan 
mampu untuk mengadakan sendiri kebutuhan pangan dengan bermacam-macam 
kegiatan yang dapat menghasilkan kebutuhan yang sesuai dan diperlukan masyarakat 
Indonesia dengan kemampuan yang dimilki dan pengetahuan lebih yang dapat 
menjalankan kegiatan ekonomi tersebut terutama di bidang pangan 
 Pada saat ini semua stakeholders memberikan perhatian yang lebih dalam upaya 
mencapai swasembada pangan dalam tiga tahun kedepan yang merupakan salah satu 
program utama pemerintah. Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) 
merupakan salah satu bagian penting dalam upaya pencapaian swasembada pangan 
yang diharapkan secara cerdas memberikan pemikiran dan tindakan nyata dalam 
mengupayakan pencapaian swasembada pangan yang beriringan dengan peningkatan 
kesejahteraan petaninya. Sampai saat ini upaya pencapaian swasembada pangan 
memerlukan perhatian yang lebih serius dari berbagai pihak mengingat target 
pemerintahan baru Indonesia dalam 3 (tiga) tahun kedepan, bangsa kita sudah mandiri 
dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi penduduk Indonesia.  
 Selaku Ketua PERHEPI Komda Kendari, Kami mengucapkan terima kasih atas 
partipasi dari semua pihak sehingga Seminar Nasional Swasembada Pangan yang 
merupakan agenda nasional PERHEPI dapat terlaksana dengan baik di Kendari. Kepada 
semua panitia pelaksana yang telah memberikan kontribusi besar dalam pelaksanaan 
kegiatan ini kami berikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi. Semoga hasil pemikiran 
yang terungkap pada seminar nasional tersebut dan sebagian juga terdapat di dalam 
prosiding ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pencapaian swasembada 
pangan di Indonesia dalam tiga tahun kedepan. Sebagai insan PERHEPI, pada saat ini 
diperlukan peningkatan kepedulian dan mengedepankan pembangunan pertanian guna 
meraih masa depan bangsa yang lebih cemerlang di masa mendatang. Semoga. 
 

 
Kendari, 25 Januari 2016 

Ketua PERHEPI Komda Kendari 
 

 
 
 
Prof. Dr. Ir. Azhar Bafadal, M.Si 
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ABSTRAK 

Kopi merupakan komoditas pertanian rakyat yang penting dalam perekonomian Indonesia. 
Sembilan puluh enam persen produksi kopi dihasilkan dari perkebunan rakyat, melibatkan lebih  
dari 1.962.044 rumah tangga pertanian. Usahatani kopi menghadapi ancaman ketidakberlanjutan 
secara ekonomi dan kemiskinan yang kompleks. Pada sisi lain, lebih dari 60% areal perkebunan 
kopi rakyat berada di sekitar hutan, area konservasi, dan catchment area. Usahatani kopi 
mereduksi fungsi hidrologi dan lingkungan dalam spektrum luas.  Sejauh mana praktik produksi 
kopi berlangsung menjadi penting ditelusuri sebagai basis penyediaan jasa lingkungan yang 
berkelanjutan. 

Keberlanjutan menjadi salah isu strategis dalam membangun strategi rantai nilai global 
(Global Value Chain’s=GVCs). Pasar kopi dunia didominasi oleh korporasi multinasional yang 
saling berafiliasi dan terintegrasi  baik secara vertikal maupun horizontal. GVCs menggunakan 
sertifikasi komoditas sebagai instrumen dalam rangkaian rantai pasok komoditas.   

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja produksi kopi rakyat dan prakondisi 
penyediaan jasa lingkungan pada DAS Hulu Sekampung. Analisis statistik untuk time series, 
deskriptif dan literasi digunakan untuk menjawab tujuan.  Hasil pembahasan menunjukkan bahwa 
kinerja produksi kopi ditentukan oleh luas lahan dan harga kopi domestik.  Kebekerjaan sertifikasi 
sebagai instrumentasi dalam keberlanjutan lingkungan belum secara memadai mendapat 
dukungan empiris di lapang. Sertifikasi menjadi instrument integrasi vertikal lini bisnis industri kopi. 
Kelompok HKm (hutan kemasyarakatan) yang memiliki yuridiksi pengelolaan agroforestri menjadi 
salah satu instrument penting dalam penilaian kebekerjaan keberlanjutan kopi sebagai indikator 
penyediaan jasa lingkungan.  
 
Kata kunci : Sertifikasi, Kopi, Agroforestri, HKm, Keberlanjutan, Jasa Lingkungan   
 
1. PENDAHULUAN  

Kopi merupakan komoditas perkebunan rakyat yang telah lama berkembang dan menjadi 
sumber mata pencaharian masyarakat pertanian.  Sejarah produksi kopi di Indonesia sepanjang 
sejarah bangsa kita. Bibit kopi diintroduksi dari Malabar India sejak tahun 1696.  Ekspor pertama 
kali dilakukan oleh VoC pada tahun 1711 (AEKI, 2015). Hal ini menyebabkan kopi menjadi 
komoditas pertanian rakyat yang penting dalam perekonomian Indonesia. Saat ini, perkebunan 
kopi rakyat menjadi mata pencaharian utama 1.962.044 rumah tangga. Luas areal pengembangan 
kopi pada tahun 2014 mencapai hampir 1.3 juta hektar dengan jumlah produksi sebesar  hampir 
750.000 ton (BPS Indonesia, 2014).   

Usahatani kopi rakyat menghadapi persoalan produktivitas hasil yang masih rendah 0,9 
ton ha

-1
. Bandingkan dengan Vietnam yang mencapai 2,2 ton

-1
. Faktor internal utama adalah 

penerapan teknologi dan inovasi yang lambat sebagai akibat keterbatasan akses modal dan kredit.  
Hal tersebut menyebabkan alokasi input produksi kopi sangat rendah, kebun tidak terawat optimal, 
praktik GAP tidak berjalan, penanganan pasca panen tidak dilakukan dengan baik, akhirnya 
menghasilkan kopi dengan produktivitas dan kualitas yang rendah.  Selanjutnya menyebabkan 
tingkat pendapatan rumahtangga petani kopi tidak memadai. Beberapa penelitian terakhir di 
daerah sentra produksi kopi menunjukkan bahwa, secara ekonomi, usahatani kopi belum 
berkelanjutan. Penelitian Marlina (2014) di Lampung Barat menunjukkan bahwa pendapatan petani 
dari usahatani kopi per hektar rata-rata sebesar Rp 16.901.317,00 tahun

-1
 atau Rp 1.408.443,00 

bulan
-1. 

Tidak terpaut jauh dari besarnya nilai UMR Lampung 2015 sebesar Rp 1.550.000 (BPS 
Lampung, 2015). Hal ini, selaras dengan Ponte (2012) yang menjelaskan bahwa usahatani kopi 
khususnya petani skala kecil secara ekonomi tidak sustainable (Ponte, 2004). Ancaman 
ketidakberlanjutan secara ekonomi pada usahatani kopi selanjutnya menyebabkan masalah 
kemiskinan yang kompleks. Penduduk miskin pada kedua daerah sentra produksi kopi di Lampung 
cukup besar, 85.640 jiwa (15,24%) di Tanggamus dan 60.810 jiwa (13,96%) di Lampung Barat. 
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Faktor kemiskinan akan menyebabkan ganggunan terhadap ketahanan pangan rumahtangga 
petani kopi. Penelitian Angraini, dkk (2014) pada rumah tangga petani kopi di Lampung Barat 
menunjukkan bahwa rumah tangga petani kopi secara dominan berada pada derajad kurang 
pangan (11,32 persen), rentan pangan (62,26 persen), dan rawan pangan (11,32 persen).  
Sementara rumah tangga petani  kopi yang mencapai derajat tahan pangan baru sebesar 15,09 
persen.   

Pada sisi lain, usahatani kopi mereduksi fungsi hidrologi dan lingkungan dalam spektrum 
luas.  Sebagian besar arel produksi kopi berada di sekitar kawasan hutan yang merupakan daerah 
tangkapan air bagi DAS di berbagai wilayah.  Penelitian Eghenter, et.al. (2013) menyebutkan 
bahwa terdapat sekitar 89,000 ha atau hampir 25% area hutan lindung di kawasan Bukit Barisan 
Selatan (356,800 ha) rusak akibat perambahan di Propinsi Lampung.  Hasil penelitian Syam, dkk. 
(1997) menunjukkan bahwa lebih dari 60% areal produksi kopi merupakan ekspansi dari konversi 
hutan, padang rumput (34.6%), dan lahan kering (5.2%).  Usahatani kopi menimbulkan ekses 
deforestration  pada hutan TNBBS (WWF Indonesia, 2005). Kerusakan/degradasi cukup parah 
terjadi pada bagian hulu  juga pada  hilir DAS.  Kerusakan DAS menyebabkan penurunan kualitas 
dan kuantitas pasokan air yang sangat vital bagi kehidupan masyarakat (Noordwijk, 2007).  Pada 
sisi hulu DAS mengalami erosi, sedimentasi, fluktuasi  debit  sungai, dan penurunan produktivitas 
lahan.  Rata-rata  laju erosi DAS Sekampung mencapai 67,5  ton  ha 

-1 
tahun 

-1
 (Nippon  Koei,  

2003 dalam Banuwa, dkk, (2008) padahal erosi yang dapat ditoleransi hanya sebesar 38,7 ton  ha 
-

1 
tahun 

-1
.  Kondisi tersebut makin parah dalam menghadapi perubahan iklim global.  Fenomena El-

nino dan La-nina menyebabkan kekeringan dan banjir. Kekeringan dan banjir mengancam 
produksi pangan.  Beberapa studi menunjukan dampak El-nino dan La-nina menurunkan produksi 
pangan, bahkan di Jawa dan Bali mencapai 18% (Arifin, 2012).  Pada sisi lain, berbagai  program 
konservasi pada area DAS di Indonesia masih belum mencapai kondisi sustainable (Arifin, 2013).   

Kerusakan daerah aliran sungai akan mengurangi ketersediaan air secara kualitas dan 
kuantitas.  Ketersediaan air bagi masyarakat, khususnya untuk kegiatan pertanian akan terancam.  
Tugas Negara adalah menjamin ketersediaan air bagi kewarganegaraan untuk memenuhi 
kebutuhan mereka yang sehat, bersih, dan produktif (UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya 
Air). Oleh karena itu, upaya menjaga kelestarian lingkungan di wilayah hulu DAS sangat terkait 
dengan para pengguna jasa DAS pada daerah hilir.  Perubahan daya dukung lingkungan 
mengganggu kemampuan lingkungan sebagai penyedia jasa ―tak langsung‖ berupa penyimpanan 
karbon, perlindungan terhadap daerah aliran sungai (DAS), pengisian kembali lapisan air tanah, 
dan penyediaan habitat bagi keragaman hayati (Hope et al., 2005). Perubahan yang terjadi 
terhadap lahan, hidrologi dan iklim selanjutnya menentukan kemampuan DAS menyimpan air 
(mencegah banjir) di musim penghujan untuk dapat didistribusikan memenuhi kebutuhan air di 
musim kering (Bond & Bond, 2007).   

Eksternalitas akibat aktivitas usahatani terjadi dalam spektrum luas jasa ekosistem. Petani 
di wilayah hulu DAS turut bertanggung jawab dalam upaya internalisasi eksternalitas yang terjadi. 
Coase theorem menyatakan bahwa internalisasi ekternalitas hanya dapat dilakukan apabila pihak 
yang bertanggung jawab memiliki property right dalam pengelolaan usahanya. Eksternalitas dalam 
kondisi tertentu dapat diselesaikan melalui negosiasi diantara stakeholders yang terlibat (Coase, 
1960). Pada kasus usahatani kopi hak pengelolaan hutan (propert right) yang diberikan oleh 
Kementrian Kehutanan kepada kelompok masyarakat pengelola hutan berwujud dalam kelompok 
kelembagaan Hutan Kemasyarakatan (HKm).  Arifin (2008) mencatat bahwa keberhasilan HKm 
sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan hutan berkelanjutan tdak akan 
berhasil tanpa pengelolaan yang terintegrasi mulai tataran lokal, regional dan nasional. HKm 
merupakan instrument kelembagaan untuk mewujudkan keberlanjutan lingkungan.   

Nilai keberlanjutan lingkungan menjadi dasar berkembangnya konsep mekanisme imbal 
jasa lingkungan (payment for environmental services/PES).  Konsepsi PES telah menjadi perhatian 
sebagai mekanisme internalisasi eksternalitas yang menurunkan kualitas lingkungan, 
memperhitungkan nilai nilai lingkungan sebagai insentif finansial bagi pelaku lokal yang 
menyediakan jasa lingkungan (Engel, et.al., 2008). PES program juga dapat dilihat sebagai subsidi 
lingkungan bagi penyedia jasa.  

Menurut Meijaard (2011) tantangan utama pada imbal jasa lingkungan adalah perlunya 
menentukan besarnya jasa komoditas, untuk aktivitas pengawasan dan verifikasi sebagaimananya 
halnya perdagangan umumnya. Meskipun sertifikasi sebagai instrument jasa lingkungan muncul 
sangat bermanfaat secara konsep, namun hambatan pada tataran praktik dan teori perlu 
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dipersiapkan sebelum implementasi di lapangan. Bitzer dan Glasbergen (2013) menyebutkan 
bahwa 'sustainability standard' memungkinkan menjawab tantangan keberlanjutan pada tingkat 
produksi (ekonomi, sosial dan lingkungan).  Keberadaan sertifikasi komoditas kopi merupakan 
wujud nyata kebekerjaan GVCs pada industri kopi. Namun kebekerjaan sertifikasi komoditas 
sebagai instrument keberlanjutan lingkungan masih memerlukan kajian yang mendalam.   

Bagaimana HKm mampu bekerja untuk memenuhi standar keberanjutan lingkungan 
dengan tetap memenuhi aspek ekonomi bagi anggotanya perlu kajian lebih lanjut.  Kopi 
merupakan komoditas pertama yang dilabeli sertifikat keberlanjutan, sejak brand Max Havelar 
menerapkan bendera keberlanjutan Fair Trade USA pada tahun 1988 (Bacon, 2005).  Namun, 
bukti-bukti empiris bekerjanya sertifikasi komoditas sebagai instrument keberlanjutan juga perlu 
ditelusuri lebih jauh.  

Oleh karena itu, penting diketahui secara mendalam, keberlangsungan praktik produksi 
kopi yang berkelanjutan sebagai basis penyediaan jasa lingkungan DAS yang berkelanjutan.  Pun 
perlu dilakukan upaya untuk memperbaiki kinerja produksi kopi rakyat.  Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis kinerja produksi kopi rakyat dan sintesis prakondisi kebekerjaan instrument 
keberlanjutan untuk penyediaan jasa lingkungan DAS yang dilakukan melalui praktik agro forestry 
oleh kelompok HKm.   

 
2. KAJIAN LITERATUR  

2.1. Rantai Nilai Global Kopi 
Standar keberlanjutan menjadi salah satu prasyarat kualitas produk ekspor.  Keikutsertaan 

secara sukarela  dalam lembaga sustainability standards internasional sering terlihat sebagai 
instrument yang sangat menjanjikan untuk mengatasi perubahan iklim global (Gawel, 1994).   
Menurut Raynolds, et.al. (2007) inisiatif regulasi lembaga sustainability standards internasional 
dapat membantu  mempromosikan keberlanjutan sosial dan lingkungan.  Pada sektor kopi, standar 
sertifikasi Fair Trade memiliki standar keadilan sosial terkuat, sementara Organic dan Bird friendly 
memiliki standar ekologi terkuat. 

Rosenberg, et.al (2009) meneliti hubungan antara sertifikasi dan permintaan produk dalam 
skema seperti Rainforest Alliance dan UTZ Certified. Hal ini penting untuk membangun masa 
depan yang berkelanjutan berdasarkan kemampuan produsen dan keunggulan komparatif. Rueda, 
et.al. (2014)  menyajikan evaluasi pertama dari dampak sertifikasi pada lanskap budidaya di tingkat 
ekosistem yang terdeteksi oleh satelit observasi Bumi. Evaluasi apakah budidaya kopi dikaitkan 
dengan perubahan tutupan hutan dan fragmentasi hutan dan apakah program eco-sertifikasi 
Rainforest Alliance telah menyebabkan peningkatan tutupan pohon dan konektivitas landscape 
yang lebih besar di Andes timur Kolombia. Donovan and Poole  (2014) meneliti kapasitas petani di 
Nikaragua untuk mengeksploitasi hubungan baru untuk pasar kopi bersertifikat setelah krisis kopi. 
Yang paling rumah tangga dibangun elemen tertentu basis aset mereka dan meningkatkan 
ketahanan mereka terhadap guncangan perubahan global di masa yang akan datang. Sertifikasi 
juga digunakan dalam komoditas lainnya, seperti minyak sawit (Oosterveer, et.al., 2014), tebu 
(Kawasaki, et.al., 2015), padi (Terano and  Mohamed, 2015), bunga  (Raynolds, 2014) dll. 
 
2.2. Imbal Jasa Lingkungan  

Pada dasarnya, kerangka berfikir ekonomi lingkungan sebagai ―generator jasa‖ ada dalam 
permintaan oleh sektor produksi dan konsumsi. Sebagai ilustrasi dampak positif danau 
digambarkan dalam Gambar 1.  Pada Gambar 1,  MB adalah manfaat marginal bagi pengguna 
jasa asset lingkungan  dan MD adalah kerugian marginal.  Akibat adanya penerapan peraturan 
lingkungan, maka konsumsi asset lingkungan berada pada V dan tidak mampu mencapai titik A 
yang merupakan kondisi tanpa batasan aturan lingkungan.  

Biaya lingkungan yang timbul sebagai akibat penerapan aturan lingkungan penggunaan 
asset lingkungan atau berkurangnya keuntungan pelaku usaha sebesar segitiga VwA.  Daerah 
0Vwf merupakan daerah biaya prospective yang ―diingkari‖ untuk dikeluarkan oleh pengusaha.  
Biaya ini tidak diikutkan dalam perhitungan biaya secara konvensional.  Penggunaan asset 
lingkungan setara pada titik V sedangkan total kerugian marginal merupakan segitiga BVz.  Pada 
kondisi tersebut manfaat marginal tidak sama dengan kerugian marginal.  Kesetaraan dapat terjadi 
jika terdapat law enforcement terhadap berlakunya aturan imbal jasa lingkungan yang ―memaksa‖ 
pengguna jasa menginternalisasi biaya eksternalitas lingkungannya kepada penyedia jasa 
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lingkungan, lebih lanjut memungkinkan kondisi pareto optimal berada pada set X level pda daerah 
0Xxe.   

 
Gambar 1.   Manfaat Marginal (MB) dan Kerugian Marginal (MD) dari Layanan Asset Lingkungan 

(Peskin, 1991)  
 Skema dasar pentingnya imbal jasa lingkungan (PES) bagi pembangunan ―green growth‖ 
(Engel, Pagiola, & Wunder, 2008; S Pagiola & Pagiola, 2008; Stefano Pagiola, 2005, 2007; Stefano 
Pagiola et al., 2007; Wunder, Engel, & Pagiola, 2008) sebagai berikut: 

 
Gambar 2.  Logika PES (Pagiola dan Platais, 2007) 

Pembayaran pengguna jasa dapat dilakukan dengan cara  membantu membuat pilihan 
konservasi bagi para penyedia jasa lingkungan/ekosistem, sehingga mendorong mereka untuk 
mengadopsinya (atau, dalam kasus pengelola kawasan lindung, memberi mereka sumber daya 
untuk melakukan aktivitas konservasi menjaga agar hutan lestari). Payment for environmental 
services (PES) berusaha menginternalisasi insentif jasa lingkungan kalau tidak akan terjadi 
eksternalitas (Pagiola dan Platais, 2007).   
 
3. METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan pada tahun 2015, pada daerah sentra produksi kopi robusta nasional 
yang ada Lampung, yaitu Kabupaten Tanggamus yang menjadi wilayah hulu DAS Sekampung.   
Sementara data sekunder terkait kondisi kinerja produksi kopi menggunakan data sekunder dalam 
rentang waktu 1967 s.d. 2014. Ruang lingkup penelitian fokus pada kopi robusta, sebagai jenis 
kopi utama nasional (>80%). Analisis statistik data times series menggunakan error correction 
model dengan uji granger causality test untuk menilai kinerja produksi. Metode komparasi dan 
literasi digunakan untuk menjawab tujuan kedua. Model respon produksi per hektar dapat 
ditentukan sebagai berikut: 

Y=  b1PDt-1 + b2At + e 
Dimana : 
Y =  Produksi per hektar yang diinginkan dalam jangka panjang (ton) 
PD =  Harga kopi dalam negeri (Rp/kg) 
A =  Luas areal kopi (ha) 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

4.1. Kinerja Produksi Kopi 
Sentra produksi kopi Indonesia yang utama adalah Sumatera Selatan (20,74%), Lampung 

(19,49%), dan Sumatera Utara (8,39%), Bengkulu (8,07%), Aceh (7,86%), serta Jawa Timur 
(7,84%) (BPS Indonesia, 2014).  Gambar 1 menunjukkan peta ranking daerah produksi kopi utama 
nasional.    

 
Gambar 1.  Daerah sentra produksi kopi nasional, 2014 (Sumber:  BPS Indonesia, 2014) 

Kopi robusta merupakan jenis kopi paling banyak dikembangkan oleh petani di Indonesia.  
Produksi kopi robusta merupakan yang terbesar mencapai 89% dari total produksi kopi nasional 
(Ditjen Perkebunan, 2014).  Sentra produksi kopi robusta adalah Sumatera Selatan, Lampung, dan 
Bengkulu.  Sementara kopi arabika banyak diusahakan sebagai tanaman perkebunan rakyat di 
Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.   

Berdasarkan data perkembangan produksi kopi selama jangka waktu 1967—2015 
diketahui bahwa rata-rata laju pertumbuhan produksi kopi sebesar 2,85% tahun

-1
.   Sementara itu, 

luas lahan pengembangan kopi tumbuh lebih lambat sebesar 1,72% tahun
-1

.  Pertambahan cukup 
pesat luas areal kopi terjadi pada tahun 2000-2012, dan 2006 sebesar 4-11%, selanjutnya 
mengalami pertumbuhan negatif hingga tahun 2011 baru tumbuh positif ±1% tahun

-1
.  Upaya 

perluasan kopi tidak dapat dilakukan secara serta merta, karena menimbulkan konsekuensi 
terdesaknya lahan sekitar hutan dan DAS untuk kebun kopi.  Pada tahun 2014 produksi kopi 
Indonesia mencapai 685.088 ribu ton dari pengusahaan areal seluas 1.246.809 ha (Gambar 3). 
Pertumbuhan produksi lebih dari 5% terjadi pada tahun 2006 dan 2012.   

 
Gambar 3. Perkembangan produksi dan luas areal kopi Indonesia, 2008 (Sumber: Ditjen 

Perkebunan, 2014) 
Peningkatan produksi penting dilakukan melalui peningkatan produktivitas.  Produktivitas 

rata-rata kopi Indonesia selama periode 1967-2015 sebesar 0.44 ton ha
-1

 (Gambar 4).  
Produktivitas perkebunan kopi PBN (Perkebunan Negara) memiliki produktivitas yang lebih baik, 
sebesar 0,58 ton ha

-1
  sedangkan perkebunan swasta sedikit lebih rendah, yaitu 0,38 ton ha

-1. 
 

Selama jangka waktu hampir setengah abad, produktivitas kopi rakyat belum mengalami 
peningkatan produktivitas secara berarti, peningkatan hanya beranjak  pada kisaran 0,33—0.52 
ton ha

-1. 
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Gambar 4. Perkembangan produktivitas kopi Indonesia, 1967-2015 (Sumber: BPS, 2015; 

Ditjenbun, 2013) 
Produktivitas merupakan kunci peningkatan kualitas hasil bagi petani kopi.  Teknologi 

intensifikasi produksi menjadi andalan upaya peningkatan produktivitas hasil.  Produktivitas 
merupakan peubah yang dapat dipengarui oleh perubahan teknologi dan intesifikasi.  Sementara 
luas areal kopi lebih rigid berubah kecualli ada upaya ekstensifikasi yang dilakukan.  Oleh karena 
itu, upaya perbaikan produktivitas kopi menjadi prioritas untuk meningkatkan produksi kopi.  
Berdasarkan analisis statistik time series menggunakan error correction model (ECM) dan uji 
Granger Casuality Test, diketahui bahwa kinerja produksi secara nyata dipengaruhi oleh luas lahan 
dan harga kopi domestik. 

Y= b1PDt-1 + b2At + e 
Y= Y = 0,299 A*** + 0,704 PD* 

Pada tahun 2014, total volume ekspor biji kopi Indonesia mencapai 532 ribu ton, 
merupakan capain tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Nilai perdagangan ekspor biji kopi sebesar 
US$ 1.030.807.000  dari total nilai ekspor US$1.353.202.000. Nilai ekspor biji kopi mencapai 76% 
dari keseluruhan ekpor kopi nasional.  Sementara, impor Indonesia pada tahun yang sama 
sebesar 29 ribu ton.  Perkembangan ekspor dan impor kopi Indonesia 2003-2013 dapat dilihat 
pada Gambar 5. 

 
Gambar 5.  Perkembangan ekspor impor kopi Indonesia, 2014 (Sumber:  BPS Indonesia, 2014) 

Menurut Simamora (2014) perdagangan kopi di EU didominasi oleh trader yang 
menguasai hampir setengah dari perdagangan, yaitu Neumann Gruppe (Jerman), Volcafe – ED & 
F Man (Swiss), ECOM (Swiss), Efico (Belgia), Supremo (Belgia), InterAmerican (Jerman), 
Daarnhouwer (Belanda), dan Benecke Coffee (Jerman). Roaster yang berkomitmen untuk kopi 
sustainability-sourced diantaranya adalah DE Masterblenders (Belanda) dan Tchibo (Jerman). 
Beberapa roaster EU yang menjadi rekan eksportir Indonesia adalah Nestlé (Swiss), DE 
Masterblenders (Belanda), Tchibo (Jerman), Lavazza (Italia), Aldi (Jerman), dan Segafredo (Italia).  
Bagi eksportir Indonesia yang mensuplai kopi dalam volume kecil, roaster kecil mungkin bisa jadi 
pembeli yang menarik. Roaster ini sering membeli kopi dari rumah dagang internasional atau 
spesialis trader yang menjadi perwakilan negara-negara produsen, termasuk Indonesia. Beberapa 
roaster kecil tersebut adalah Kopi Dua (Belanda), Indotatis (Jerman), Fascino Coffee (Belanda), 
dan Schamong Kaffee (Jerman). 
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4.2. Prakondisi Penyedia Jasa Lingkungan DAS Sekampung 

Berdasarkan Peraturan Menteri No. 37/2007 dan Keputusan No. 88/ Menhut-II / 2014 
diatur Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM). Tujuannya adalah meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat berdasarkan keberlanjutan dan keadilan dalam menggunakan sumber 
daya hutan untuk penyediaan jasa lingkungan. Praktek pertanian yang berkelanjutan 
meminimalkan dampak dari perubahan iklim global, meningkatkan pendapatan petani 
(kesejahteraan), dan mengurangi kemiskinan. PHBM memanfaatkan hutan lindung dan kawasan 
hutan produksi untuk agro forestry. Prosedur izin melibatkan pemerintah daerah di tingkat desa, 
kecamatan, kabupaten, provinsi, dan Kementerian Kehutanan. Verifikasi lapangan dilakukan oleh 
tim dari Kementerian Kehutanan. 

PHBM di Propinsi Lampung sebagian besar diberikan untuk usahatani kopi (> 85%). 
Anggota PHBM berkewajiban menanam tanaman naungan pada areal usahatani kopinya (> 
400/ha MPTS (multipurpose tree species).  PHBM wajib menerapkan praktik Good Agro forestry 
Practice/GAP). Pada tahun 2013, jumlah kelompok PHBM (HKm) di Propinsi Lampung yang telah 
mendapatkan izin sebanyak 138 kelompok dengan luas pengusahaan 110.341 ha tersebar di 8 
kabupaten.  
 Kelompok HKm di Kabupaten Lampung Barat, khususnya di Sumberjaya telah ada sejak 
tahun 2001.  Sebagian besar wilayah Lampung Barat merupakan daerah hulu DAS Way Besai dan 
Way Tulang Bawang.  Kelompok HKM disana secara kolektif menegosiasikan hak mereka dengan 
pemerintah daerah untuk memanfaatkan hutan lindung untuk kegiatan produksi kopi (sebagai 
PHBM = HKm). Kemapanan kelembagaan HKm ini benar-benar merupakan elemen penting untuk 
memberdayakan petani kecil untuk meningkatkan hasil kopi melalui pengenalan teknik yang lebih 
maju dalam praktek pertanian terbaik, pemeliharaan tanaman, perawatan lahan, konservasi tanah, 
dll (Arifin, 2008).   

HKm di Lampung Barat pernah melakukan penerapan imbal jasa dalam program RUPES 
yang disponsori oleh lembaga donor internasional ICRAF pada tahun 2004 dengan program kali 
bersih.  ICRAF menjembatani kelompok HKm di wilayah Sumberjaya Lampung Barat dengan 
Perusahaan Listrik Negara(PLN Way Besai).  HKm menjaga wilayah DAS dari kerusakan dan 
degradasi lahan dengan GAP sedangkan PLN memberikan balasan pembangkit listrik mikro hidro 
bagi HKm.  Sumber daya air adalah unik, dapat sebagai barang pasar dan juga barang-barang 
publik. Air sebagai barang publik dapat dilihat dalam sistem irigasi (Fauzi, 2006). Arifin (2013) 
menjelaskan bahwa pembinaan pasar jasa lingkungan pada umumnya akan menjembatani transfer 
mekanisme dari penerima sebagai pengguna jasa lingkungan untuk penyedia yang memberikan 
jasa lingkungan. Penataan pengaturan kelembagaan tidak hanya memberikan kompensasi secara 
langsung, tetapi juga perlu mengembangkan co-manajemen antara pemangku kepentingan untuk 
memenuhi transparansi dan keadilan. Yang paling penting adalah untuk mengembangkan 
pemerintahan yang baik untuk sistem jasa lingkungan. 

Penelitian Prasmatiwi (2011) menghasilkan informasi bahwa inisiasi imbal jasa lingkungan 
di Lampung Barat yang diukur dengan  WTP menunjukkan besaran Rp 405.036,00 tahun

-1
 -- Rp 

484.590,00 tahun
-1

 untuk berlatih pelestarian tanah, menambahkan pohon peneduh, dll. Hal ini 
memberikan informasi penting bahwa pada dasarnya petani kopi di Lampung Barat memiliki 
kesediaan membayar jasa lingkungan.  Dengan menggunakan antithesis, maka petani kopi di 
wilayah Tanggamus akan bersedia melaksanakan kewajiban menyediakan layanan jasa 
lingkungan dengan insentif yang dapat meningkatkan perbaikan ekonominya.   

Informasi terkait perluasan fungsi HKm atau kelompok tani/Gapoktan di Tanggamus dalam 
menjalankan fungsi penawaran pasar jasa lingkungan menghadapi keterbatasan bukti empiris.  
Kebekerjaan HKm di Kabupaten Tanggamus dalam penyediaan jasa untuk menjaga DAS 
Sekampung belum mendapatkan dukungan fakta yang memadai.  HKm di Tanggamus saat ini 
baru mencapai 32 kelompok, dengan luas pengusahaan 46.677 hektar (42,3%).   Berdasarkan 
Penelitian Tanaka (2012) petani responden yang tergabung dalam skema sertifikasi komoditas di 
Tanggamus  sebanyak 63,5% (259 petani).  Sertifikasi 4C  sebanyak 39%, Rainforest Alliance 
11.2%, CAFÉ-Starbucks 0.8%, dan lainnya (49%). Meskipun menurut  Ibnu, et. al. (2015) persepsi 
petani mengikuti sertifikasi lebih didasarkan karena dorongan ekonomi.  Bukti kebekerjaan 
sertifikasi sebagai instrument lingkungan masih perlu penelitian yang mendalam.  Fakta juga 
mengungkap bahwa tidak semua petani kopi tergabung dalam HKm dan mengikuti skema 
sertifikasi. Selain memerlukan biaya sertifikasi yang tidak murah dan waktu panjang menyebabkan 
petani semakin sulit untuk mempertahankan kohesi jika manfaat yang diharapkan tidak terwujud 
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dalam jangka pendek. Stellmacher (2011) menyebutkan bahwa sertifikasi tidak aktif dipromosikan 
atau dipahami oleh mereka yang bersertifikat. Petani kesulitan menerapkan program sertifikasi.   

Menurut Wunder (2008) prasyarat bekerjanya mekanisme PES adalah: transaksi secara 
sukarela; Pemahaman/intepretasi yang baik terhadap konsep imbal jasa lingkungan bagi segenap 
stakeholders yang terlibat; Ada pembeli (paling tidak terdapat satu pembeli) jasa lingkungan; Ada 
penyedia (paling tidak penyedia jasa lingkungan) yang mengendalikan layanan jasanya; Jika dan 
hanya jika penyedia jasa lingkungan dalam kondisi aman menetapkan insentif jasa lingkungannya. 

Berdasarkan kriteria tersebut, keberadaan HKm/kelompok tani/Gapoktan di Hulu DAS 
Tanggamus dapat menjadi jawaban awal prasyarat adanya penyedia jasa lingkungan.   
Tanggamus telah memiliki Perda tentang tata ruang yang berisi pedoman pengelolaan hutan dan 
jasa lingkungan. Pendampingan dari pihak ketiga menjadi kunci bekerjanya upaya 
mempertemukan penyedia jasa dengan pemanfaatn jasa lingkungan. 

 Selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mencari kejelasan kesediaan pelaku 
HKm/kelompok tani/Gapoktan untuk menjalankan tanggung jawab menyediakan layanan jasa 
lingkungan.  Pada kondisi HKm/kelompok tani/Gapoktan Tanggamus memiliki kesamaan visi untuk 
menjamin berlangsungnya GAP yang dapat memperbaiki kualitas lingkungan, maka jasa yang 
dilakukan tersebut penting untuk diperhitungkan mendapatkan insentif.  Maka selanjutnya tahapan 
negosiasi dengan masyarakat di wilayah tengah dan hilir pemanfaat DAS sebagai pemanfaat 
(beneficiary)  dapat diinisiasi.  Pada sisi lain, penting dilakukan penilaian kesediaan membayar 
oleh masyarakat pengguna DAS Sekampung di wilayah tengah dan hilir.  Upaya mempertemukan 
komunitas penyedia layanan jasa lingkungan DAS Sekampung dengan masyarakat pengguna di 
wilayah tengah dan hilir perlu dinisiasi oleh pihak ketiga.  Kehadiran Pemerintah pada tataran lokal 
dan nasional serta lembaga donor penting sebagai pihak ketiga menjadi prasyarat kedua yang 
harus hadir.   

Kelompok HKm sebagai penyedia jasa lingkungan harus diberi insentif atau imbalan 
terhadap usaha mereka dan siapa yang memanfaatkan jasa lingkungan harus berkontribusi 
terhadap pemberian insentif tersebut.  Transaksi sukarela jasa lingkungan dapat terjadi pada saat 
penyedia jasa lingkungan melalui praktek penggunaan lahan ramah lingkungan mendapatkan 
insentif dari pemanfaat jasa lingkungan, jika dan hanya jika penyedia jasa lingkungan dapat 
menjamin stok dan aliran jasa lingkungan secara terus menerus (merupakan pesyaratan atau 
kondisionalitas – conditionality) (Pagiola, et.al, 2005) (Wunder, 2007) (Hope et al., 2005) 
(Noordwijk, 2007; Porras and Greig-Gran, 2008; Porras, 2013).  

Berdasarkan prinsip tersebut, maka para pemangku kepentingan (stakeholders) DAS 
harus saling berkontribusi dalam mewujudkan terjaganya kelestarian dan daya dukung DAS.  
Apakah kelompok HKm ataukan kelompok tani/Gapoktan dengan property right untuk mengelola 
wilayah hutan atau kepelikan lahan marga dapat menjadi pintu masuk bekerjanya sisi supply side 
pada skema PES di DAS Sekampung?  Bersediakan kelompok HKm atau kelompok tani/Gapoktan 
menerima (willingness to accept=WTA) kewajiban mengelola lingkungan untuk dapat memberikan 
jasa lingkungan?  Mampukah HKm atau kelompok tani/Gapoktan menjaga kepastian pasokan 
layanan DAS Sekampung (kualitas dan kuantitas pasokan air untuk aktivitas pertanian) bagi 
masyarakat pengguna?  Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan yang mendalam tentang 
kebekerjaan kelompok HKm atau kelompok tani?Gapoktan sebagai penyedia jasa lingkungan 
dalam konteks pengelolaan resiko lingkungan dan keberlanjutan.   
 
5. KESIMPULAN  

a. Kinerja produksi kopi merupakan cerminan bekerjanya pengusahaan areal kopi dengan insentif 
harga kopi dipasar domestik. 

b. Berdasarkan pengalaman berbagai pengelolaan HKm di Indonesia dan berbagai Negara, 
optimisme membangun inisiasi penyediaan jasa oleh kelompok HKm atau kelompok 
tani/Gapoktan di wilayah hulu DAS Sekampung menjadi sebuah keniscayaan. 

c. Kelompok HKm atau kelompok tani/Gapoktan di wilayah hulu DAS Sekampung penting 
menyiapkan pemenuhan prasyarat bekerjanya penyediaan jasa lingkungan DAS Sekampung.  
Kehadiran pihak ketiga, diperlukan dalam mendampingi perbaikan praktik usahatani kopi, tata 
kelola kerja sama kelompok HKm/kelompok tani/Gapoktan dan penguasaan pasar serta modal.  
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LAMPIRAN 

Hasil analisis 
Dependent Variable: D(SER02)   
Method: Least Squares   
Date: 01/12/16   Time: 21:54   
Sample (adjusted): 1988 2015   
Included observations: 28 after adjustments  

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D(SER01) 0.299315 0.076565 3.909309 0.0006 
D(SER03) 0.703948 0.648454 1.085579 0.2876 

     
     

R-squared 0.148954     Mean dependent var 10330.21 
Adjusted R-squared 0.116222     S.D. dependent var 17497.13 
S.E. of regression 16448.96     Akaike info criterion 22.32266 
Sum squared resid 7.03E+09     Schwarz criterion 22.41782 
Log likelihood -310.5173     Hannan-Quinn criter. 22.35175 
Durbin-Watson stat 2.203249    

     
     

Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 01/12/16   Time: 22:09 
Sample: 1987 2015  
Lags: 2   

    
    

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
    

 D(SER01) does not Granger Cause D(SER02)  26  0.87248 0.4325 
 D(SER02) does not Granger Cause D(SER01)  6.27360 0.0073 

    
    

 D(SER03) does not Granger Cause D(SER02)  26  2.72031 0.0890 
 D(SER02) does not Granger Cause D(SER03)  0.26763 0.7678 

    
    

 D(SER03) does not Granger Cause D(SER01)  26  3.74772 0.0406 
 D(SER01) does not Granger Cause D(SER03)  0.12390 0.8841 
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